TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN MINERAL MENTAH (STUDI TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA-NNT) by Abrianti, Sharda
 TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN 
MINERAL MENTAH (STUDI TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA 
TENGGARA-NNT) 
 
Sharda Abrianti 
Dosen Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. 
sharda.abrianti@gmail.com  
  
 
ABSTRAK 
Kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah  diatur dalam Pasal 103 juncto Pasal 170 UU 
Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan 
dan Pemurnian Mineral dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang 
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar larangan melakukan 
ekspor bahan mineral mentah oleh Pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha di bidang pertambangan, 
termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Dengan alasan tersebut PT NNT kemudian mengajukan 
gugatan terhadap Pemerintah ke Arbitrase. Adapun permasalahannya adalah apakah ketentuan mengenai 
tarif bea keluar bahan mineral mentah melanggar kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). 
Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder dan 
dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penetapan Barang Ekspor Yang 
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tidak bertentangan dengan Kontrak Karya (KK) PT NNT 
karena sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KK. 
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I. PENDAHULUAN 
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
(UUPMDN), maka arus investasi yang masuk ke Indonesia khususnya modal asing mulai berkembang, dan 
mencapai puncaknya pada dasawarsa tahun 80-an. Secara umum prioritas investasi tersebut lebih terpusat 
pada dua sektor utama, yaitu pengolahan sumber daya alam terutama pertambangan dan energi serta industri 
pengolahan. (Anoraga, 1995). 
Untuk mendukung investasi di bidang pertambangan, maka diundangkanlah UU No. 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah di 
bidang pertambangan, maka Pasal 103 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur, bahwa: 
1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil 
penambangan di dalam negeri. 
2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil 
penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 
serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Di samping itu, dalam Pasal 170 UU Minerba juga diatur mengenai kewajiban bagi pemegang kontrak 
karya yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian bahan mineral mentah di Indonesia selambat-
lambatnya 5 tahun sejak diundangkannya UU Minerba tersebut. Kedua pasal ini menjadi dasar larangan 
melakukan ekspor bahan mineral mentah oleh pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha bidang 
pertambangan, termasuk PT Newmont Nusa Tenggara. (Tim Komunikasi Kementrian ESDM, 2014). 
Sebagai tindak lanjut dari diundangkannya UU Minerba, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
yang telah dirubah beberapa kali, dan terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam 
Pasal 112C PP No. 1 Tahun 2014 mengatur bahwa pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 170 UU Minerba wajib untuk melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 
Dikeluarkannya PP tersebut diikuti dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang mencabut Permen ESDM yang berlaku sebelumnya. 
Menindaklanjuti Permen ESDM tersebut, Menteri Keuangan juga kemudian mengeluarkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea 
Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah dirubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan PMK No. 153 Tahun 
 2014 tentang Perubahan Ketiga  atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penetapan 
Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, di mana dalam PMK ini diatur mengenai 
pemberian tarif bea keluar sampai dengan 0%, jika telah membuat fasilitas pengolahan (smelter). Namun, 
bagi PT NNT yang belum membangun fasilitas pengolahan (smelter) ketentuan ini dirasa menghambat dan 
merugikan PT NNT karena untuk melakukan ekspor dikenakan tarif bea keluar barang mineral sangat tinggi 
dan secara progresif naik sampai dengan tahun 2016. (Peraturan Menteri Keuangan No 153, 2014: Lampiran 
I). 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Tinjauan Terhadap Ketentuan Tarif Bea Keluar Bahan Mineral Mentah (Studi Terhadap Gugatan PT 
Newmont Nusa Tenggara-NNT).” Adapun permasalahan yang diangkat adalah apakah ketentuan mengenai 
tarif bea keluar bahan mineral mentah melanggar kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Metode 
yang digunakan adalah tipe normatif yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. 
 
II. PEMBAHASAN 
Pada awal bulan Juni 2014, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengajukan gugatan terhadap 
Pemerintah Indonesia ke International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk 
mendapatkan putusan sela agar PT NNT diijinkan untuk mengekspor konsentrat tembaga. (Diny Hariyanti, 
2014, Pemerintah Siap Lanjutkan Negosiasi, http://www.ima-
api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:pemerintah-siap-lanjutkan-
negosiasi&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=en, diakses tanggal 10 Agustus 2018). Gugatan ini 
disebabkan karena berdasarkan PMK Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang 
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dalam Lampiran IV ditentukan bahwa ekspor mineral berupa 
raw material/ore dikenakan bea keluar sebesar 20% termasuk bijih tembaga yang merupakan produk ekspor 
PT NNT. Selanjutnya, PMK yang mengatur tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar 
dan Tarif Bea Keluar tersebut mengalami perubahan beberapa kali, di mana penetapan bea keluar mengalami 
peningkatan secara progresif sampai 12 Januari 2017. Penetapan bea keluar dinaikkan menjadi sebesar 30% 
pada semester I tahun 2015, sebesar 40% pada semester II tahun 2015, sebesar 50% pada semester I tahun 
2016, dan 60% pada semester II tahun 2016 sampai 12 Januari 2017. Hal ini diatur dalam PMK Nomor 153 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 tentang 
Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. 
Dikeluarkannya PMK yang mengatur tentang Tarif Bea Keluar Bahan Mineral Mentah tidak lain adalah 
sebagai tindak lanjut dari usulan Menteri ESDM perihal kebijakan pengendalian penjualan bijih mineral ke 
luar negeri serta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam 
negeri, perlunya menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral serta 
menjaga kelestarian sumber daya alam, dan dalam rangka  mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan 
pemurnian mineral di dalam negeri. Adapun usulan Menteri ESDM tersebut merupakan tindak lanjut 
berlakunya Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral yang bersumber dari  (UU Minerba).  
Dengan berlakunya UU Minerba, mewajibkan kepada seluruh kontraktor di bidang pertambangan 
termasuk PT NNT untuk melakukan pemurnian di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 170 yang 
menyebutkan, bahwa “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah 
berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” 
Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan/atau 
pemurnian di dalam negeri juga merupakan salah satu alasan digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan) karena ketentuan tersebut 
belum diatur. Hal ini juga yang membuat para pemegang KK dan PKP2B dan/atau pemegang kontrak yang 
telah menjalankan operasi terkadang menjadi sewenang-wenang menjual raw material, walaupun 
sebelumnya dalam kontrak mereka telah diatur mengenai kewajiban pemegang kontrak untuk mengolah bijih 
mineral terlebih dahulu sebelum dipasarkan. (Kuswara R., 2015: p. 95) 
Kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Minerba didasarkan pada suatu 
Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian subjek hukum 
Kontrak Karya adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta baik asing maupun dalam negeri, 
atau joint venture antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional.  
PT NNT adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan KK pada tahun 
1986. Masuknya PT NNT dalam bidang pertambangan dilakukan dalam rangka penanaman modal asing, di 
mana saham-sahamnya pada waktu didirikan dimiliki oleh Newmont Indonesia Limited, yaitu suatu 
perusahaan yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, dan PT Pukuafu Indah, suatu badan 
hukum Indonesia. Masuknya penanaman modal asing di bidang pertambangan dimungkinkan berdasarkan 
 UUPM. Dalam Pasal 8 ayat (1) UUPMA disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan 
didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Selain ketentuan Pasal 8 UUPMA tersebut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Pertambangan, disebutkan 
pula bahwa Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau 
Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. (UU No 11 Tahun 1967: Pasal 
10 ayat (1). Oleh karenanya, atas dasar UUPMA dan UU Pertambangan tersebut, maka PT NNT ditunjuk 
sebagai kontraktor tunggal terkait dengan wilayah kontrak karyanya. 
Sehubungan dengan keberadaan PT NNT sebagai pemegang KK, dengan berlakunya UU Minerba ini  
mengacu pada  ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 UU Minerba yang mengatur bahwa: 
a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya 
kontrak/perjanjian. 
b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. 
c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya 
peningkatan penerimaan negara. 
Dengan demikian, maka KK PT NNT tetap berlaku sesuai jangka waktu berakhirnya kontrak, namun 
pasal-pasal dalam KK harus disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 
diundangkannya undang-undang tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 170 UU Minerba, PT NNT sebagai 
pemegang KK yang sudah berproduksi wajib untuk melakukan pemurnian bahan mineral mentah di 
Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Kedua pasal inilah yang kemudian menjadi 
dasar larangan melakukan ekspor bahan mineral mentah oleh pemerintah pada seluruh pelaku pertambangan, 
termasuk PT NNT. (Tim Komunikasi Kementrian ESDM, 2014).  
Bila mengacu pada isi KK PT NNT, maka dalam Pasal 32 ayat (1) diatur mengenai pilihan hukum yang 
berbunyi “kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan ini akan diatur, 
tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.” Dari Pasal tersebut maka PT NNT tunduk 
sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Hal ini juga 
dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan adalah suatu badan usaha yang 
didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk 
kepada undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang ada yang biasanya mempunyai 
kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan. Perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta 
untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi serta hukum lainnya. Selanjutnya Pasal 2 
tentang Penunjukan dan Tanggung Jawab Perusahaan, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: 
“Perusahaan dengan ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari pemerintah yang berkenaan dengan 
wilayah kontrak karya, perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan kepadanya dalam persetujuan ini, termasuk penanaman modal di Indonesia dan 
pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah dan akan memperoleh semua hak yang diberikan 
kepadanya dalam persetujuan ini khususnya hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi 
mineral di dalam wilayah kontrak karya (sebagaimana akan dirumuskan lebih lanjut), 
mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di dalam wilayah 
pertambangan, mengelola, memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun semua 
mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, atau meluaskan semua produksinya di dalam dan di 
luar Indonesia serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau 
memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini”. 
Dari pasal-pasal dalam KK PT NNT tersebut, jelas bahwa PT NNT tunduk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka PT NNT harus 
mengikuti ketentuan yang mewajibkan pemegang KK untuk melakukan peningkatan nilai tambah dengan 
melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral di dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang minerba. 
Dengan demikian PMK yang mengatur tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar 
dan Tarif Bea Keluar yang pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan di 
bidang minerba juga harus ditaati oleh PT NNT sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KK, yang menyebutkan 
bahwa: 
 
“Perusahaan berhak untuk mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari operasi berdasarkan 
persetujuan ini. Dengan tidak mengurangi hak dasar perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya, 
ekspor tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan ekspor yang berlaku 
 di Indonesia. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar dalam 
negeri untuk hasil produksinya dengan ketentuan bahwa untuk melakukan yang demikian tidak akan 
menghambat kemampuan perusahaan dalam menjalankan ketentuan kontrak penjualan yang telah 
dibuat untuk hasil produksinya”.  
Dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam KK PT NNT tersebut, maka PMK yang mengatur 
tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar beserta perubahannya 
tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam KK PT NNT. 
 
III. KESIMPULAN 
PMK yang mengatur tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 
Keluar tidak bertentangan dengan KK PT NNT. Hal ini sesuai dengan  ketentuan yang terdapat dalam KK PT 
NNT Pasal 32 ayat (1) tentang pilihan hukum yang menyatakan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, 
pelaksanaan dan operasi persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
Indonesia. Selain itu ketentua Pasal 2 ayat (1) KK juga mengatur bahwa PT NNT wajib melaksanakan 
pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam persetujuan ini (KK), termasuk 
melakukan pemurnian bahan mineral. Lebuh lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) KK  Perusahaan berhak untuk 
mengekspor hasil produksinya, dan ekspor tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang dan 
peraturan ekspor yang berlaku di Indonesia. PMK yang mengatur tentang Penetapan Barang Ekspor Yang 
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tidak dibuat untuk mengatur ekspor yang dilakukan oleh PT 
NNT saja, namun juga berlaku bagi seluruh kontraktor di bidang pertambangan di Indonesia yang ingin 
melakukan ekspor bahan mineral. Dengan demikian, PMK tersebut harus ditaati oleh semua kontraktor di 
bidang pertambangan termasuk oleh PT NNT. 
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